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Oleh : 




Tujuan dari pemberian Dana Desa di Desa Tompaso II adalah untuk pemberdayaan 
masyarakat di Desa Tompaso II agar lebih mandiri dari sebelumya sehingga masyarakat di 
tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih 
baik dari sebelumya. Pada tahun 2018 Dana Desa di Desa Tompaso II yang terealisasi sebesar 
Rp.661.098.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar Rp.734.986.000. Dan 
untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 sebesar RP.91.027.400 dan pada tahun 
2019 sebesar Rp.27.620.000. Dana desa di Desa Tompaso digunakan untuk pemberdayaan  
masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Sehingga dengan adanya dana Desa tersebut akan 
menambah pendapatan bagi masyarakat Desa Tompaso II. Namun tingkat kesadaran 
masyarakat untuk melakukan suatu perubahan yang didanai oleh alokasi dana desa masih 
sangat rendah. Disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat masih sangat rendah. Dengan 
menggunakan metode kualitatif (Arikunto, 2007), penelitian ini akan mengkaji efektifitas 
penggunaan Dana Desa di Desa Tompaso II, yang akan dikaji dengan menggunakan teori dari 
Gibson tentang efektifitas. Gibson dalam (dalam Sumaryadi 2005:107) mengatakan bahwa 
efektifitas dapat dilihat dari kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian 
tujuan, dan penyusunan program yang tepat. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari 
sisi kejelasan tujuan penggunaan Dana Desa di Desa Tompaso II sudah sesuai dengan yang 
diatur. Dari sisi kejelasan strategi memang belum dapat dikatakan jelas karena tidak ada data 
terperinci terkait dengan program yang akan dilakukan. Sedangkan dari sisi penyusunan 
program belum dapat dikatakan baik karena data yang dipakai belum lengkap. 
 




The purpose of providing the Village Fund in Tompaso II Village is to empower the 
community in Tompaso II Village to be more independent than before so that people at the 
individual, group, institutional and community level have better welfare than before. In 2018 the 
Village Fund in Tompaso II Village which was realized was IDR 661,098,000 and an increase in 
2019 of IDR 734,986,000. And for the Community Empowerment Sector in 2018 amounting to IDR 
91,027,400 and in 2019 IDR 27,620,000. Village funds in Tompaso Village are used for community 
empowerment and infrastructure development. So that the existence of this Village fund will 
increase the income for the people of Tompaso II Village. However, the level of community 
awareness to make changes funded by the allocation of village funds is still very low. This is 
because the level of public education is still very low. Using a qualitative method (Arikunto, 2007), 
this study will examine the effectiveness of the use of the Village Fund in Tompaso II Village, which 
will be studied using Gibson's theory of effectiveness. Gibson in (in Sumaryadi 2005: 107) states 
that effectiveness can be seen from the clarity of the objectives to be achieved, the clarity of the 
strategy for achieving goals, and the preparation of an appropriate program. The research findings 
illustrate that in terms of clarity the purpose of using the Village Fund in Tompaso II Village is in 
accordance with what is regulated. In terms of strategy clarity, it cannot be said that it is clear 
because there is no detailed data related to the program to be implemented. Meanwhile, in terms of 
programming, it cannot be said to be good because the data used are incomplete. 
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 Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi 
fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah 
Indonesia ada di pedesaan. Strategi pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan 
pembangunan beserta hasil-hasinya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral. 
Pembangunan desa merupakan sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat 
dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan 
kehidupan yang lebih baik. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan 
menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut 
potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk 
menyelenggarakan pembangunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang 
dana desa serta Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 
Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh 
karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan 
untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan 
masyarakat desa. 
Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) 
dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan 
potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan 
ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga 
memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus 
mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila 
dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan 
pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses 
perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap 
kegiatan pembangunan desa. 
Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis 
dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk 
pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung 
pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan 
keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan 
kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya 
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem 
pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan 
desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan 
konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. 
Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting 
sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa 
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 
Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak 
dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: 
a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong 
royong,dan lain-lain pendapatan asli Desa; 
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
 
 
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; 
d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 
Kabupaten/Kota; 
e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 
g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). 
Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka 
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat 
melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan 
pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut 
bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat 
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan 
publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing 
Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 Ayat 3). Salah satu hal yang 
paling penting dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu adanya aturan 
khusus yang terkandung didalamnya yang memuat mengenai dana desa. 
UU No 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah jelas memberikan tugas 
bagi pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber 
daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan 
milik desa. Dalam hal keuangan desa, desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB 
Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan 
dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan dan 
penganggaran, pelaksanaan dan penataan usahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan desa dalam 1 tahun anggaran. Kepala Desa bertanggungjawab dalam 
pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Penyusunan RPJM-Desa 
dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan. Sedangkan penyusunan 
RKP-Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pemasyarakatan. Untuk 
meningkatkatkan pembangunan ditingkat desa, maka perlu untuk memperkuat Pemerintahan 
Desa, agar makin mampu untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap 
pembangunan serta melaksanakan administrasi yang secara meluas dan efektif. 
Pada dasarnya, tujuan pengalokasian Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik, 
mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan memperkuat masyarakat desa. 
Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan 
guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus dipastikan mengikutsertakan 
masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 
Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan 
masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan 
terhadap jalannya pembangunan desa. Dana desa harus digunakan dan di alokasikan 
sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah 
ditetapkan pemerintah Indonesia. 
Pembangunan masyarakat desa di arahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi 
sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningktkan kualitas 
hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Oleh sebab 
itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola dengan 
baik dan jujur maka hasil pembangunan akan terlihat lebih jelas dan juga sebaliknya. 
Pemberdayaan yang terjadi di masyarakat sering dikaitkan dengan beberapa orang yang 
ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang diikuti dalam berbagai pembelajaran yang 
diadakan oleh lembaga-lembaga yang berada disekitarnya. Kegiatan-kegiatan yang sering 
dilaksanakan pada proses pemberdayaan yaitu masyarakat memperoleh keterampilan, 
pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan 
orang lain yang menjadi perhatiannya. Tujuan dari pemberdayaan biasanya dapat memperkuat 
kekuasan masyarakat yang memiliki kondisi tidak mampu dalam ekonomi, keterampilan serta 
dalam hal pendidikan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Masyarakat tersebut yaitu 
 
 
masyarakat yang belum memiliki kekuatan yang lebih atau pengalaman yang lebih dalam 
menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. 
Tujuan dari pemberian Dana Desa di Desa Tompaso II adalah untuk pemberdayaan 
masyarakat di Desa Tompaso II agar lebih mandiri dari sebelumya sehingga masyarakat di 
tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih 
baik dari sebelumya. 
Pada tahun 2018 Dana Desa yang terealisasi sebesar Rp.661.098.000 dan mengalami 
peningkatan pada tahun 2019 sebesar Rp.734.986.000. Dan untuk Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat Tahun 2018 sebesar RP.91.027.400 dan pada tahun 2019 sebesar Rp.27.620.000. 
Dana desa di Desa Tompaso digunakan untuk pemberdayaan  masyarakat dan pembangunan 
infrastruktur. Sehingga dengan adanya dana Desa tersebut akan menambah pendapatan bagi 
masyarakat Desa Tompaso II. Namun tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu 
perubahan yang didanai oleh alokasi dana desa masih sangat rendah. Disebabkan karena tingkat 




A. Konsep Efektivitas 
 Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa inggris 
effectiveness yang memiliki makna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif 
berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, 
adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang 
dituju. 
 Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang 
sudah diraih oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang mana target tersebut 
telah ditetapkan terlebih dahulu. Secara singkatnya efektivitas adalah upaya tertentu atau suatu 
tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seseorang atau suatu perusahaan. 
 Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektivitas, diantaranya seperti yang 
dijelaskan sebagai berikut : 
 Menurut Adisasmita (2011:170) efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung 
pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata Efektif berarti 
terjadinya suatu efek akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang 
efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan 
pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda. 
 Menurut James L. Gibson (dalam buku Herbani Pasolong,2010:4) Efektivitas adalah 
pencapaian sasaran menunjukan derajat efektivitas. 
 Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: 
“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar ontribusi 
(sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program 
atau kegiatan”. 
 Menurut SP. Siagian (2002:151) adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan 
pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk 
menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu. 
 Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan (2005:109) dalam bukunya Transformasi 
Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan 
melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau 
sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”. 
 Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas sejauh mana suatu organisasi dapat 
melakukan tingkat keefektif dalam mencapai tujuan secara optimal dalam mengukur 
kemampuan efesiensi. 
 Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu 
konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan 
suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah 
merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan 
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. 
 
 
 Efensien tetapi tidak efektif berarti dalam memanfaatkan sumberdaya (input) baik, 
tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tidak efesien berarti dalam mencpai sasaran 
menggunakan sumber daya yang berlebihan atau lazim dikata ekonomi biaya tinggi.tetapi yang 
paling parah adalah efesien ndan tidak efektif,artinya ada pemborosan sumber daya atau 
penghamburhambur sumber daya tanpa mencapai sasara. Efesiensi harus selalu bersifat 
kuantitatif dan dapat diukur,sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. 
 Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efesiensi dalam menggunakan 
masukan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dar setiap 
organisasi apapun bidang kegiatannya. Hal yang paling rawan adalah apabila efesiensi selalu 
diartikan sebagi suatu penghematan,karena bisa mengangu operasi,sehingga pada giliranya 
akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga 
setinggiyang diharapkan. 
 Menurut Herlambang (2018:18) Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih 
tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 
 Menurut pendapat (Edy Sutrisno, 2010:125) Ada tujuh variabel yang mempengaruhi 
organisasi terhadap Efektivitas yaitu : 
1. Struktur 
2. Teknologi yaitu perbuatan, pengetahuan, teknis dan peralatan fisikal yang digunakan 
untuk mengubah input menjadi output, barang atau jasa 
3. Lingkungan ekstrnal 
4. Lingkungan internal 
5. Keterkaitan karyawan pada organisasi 
6. Prestasi karyawan 
7. Kebijakan manajemen. 
 Menurut Steers (dalam buku Edy Sutrisno 2010:123) menyatakan bahwa yang terbaik 
dalam efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan 
(1) optimalkan tujuan-tujuan: (2) perspektif sistem: dan (3) tekanan pada segi perilaku manusia 
dalam susunan organisasi. Dari tiga konsep diatas dapat dijelaskan bahwa: (1) dengan ancangan 
optimalisai tujuan-tujuan,meskipun tampak sering saling bertentangan,kaitannya dengan 
optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi 
berhasil mencapai yang satu sama lain saling berkaitan. (2) yang dimaksud dengan ancangan 
sistem ialah memggunakan sistem terbuka,yaitu pandangan terhadap suatu organisasi yang 
saling brkaitan dengan berhubungan dengan lingkunngannya.sistem mencakup tiga komponen 
yaitu input,proses,dan output.jadi efektivitas tidak hanya dilihat dari segi tujuan semata-
mata,melainkan juga segi sistem. (3) perilaku manusia dalam organisaisebagai alatnya atau 
suatu perusahaan dapat efektif,tetapi juga karena faktor manusianyalah suatu perusahan tidak 
efektif. 
 Menurut pendapat P. Robbins Stephen (2010:8) efektivitas adalah menjalankan 
aktivitas-aktivitas yang secara lansung menbantu organisasi mencapai berbagai sasaran. 
 Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan 
yang terlebih dahulu ditentukan target(kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh 
manajemen,yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. 
 Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila 
tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut 
keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang,tugas dan fungsi 
instansi tersebut. 
 Organisasi senantiasa melibatkan beberapa orang dan mereka saling berinteraksi secara 
insentif. Interaksi tersebut dapat disusun atau digambarkan dalam sebuah struktur untuk 
membantu mencapai tujuan bersama. Namu demikian, setiap orang dalam organisasi 
mempunyai tujuan perorangan. Dengan keikutsertaannya dalam organisasi, ia mengharapkan 
agar organisasi tersebut akan membantu dia mencapai tujuannya di samping tujuan kelompok. 
Keberhasilan organisasi pada umumnya di ukur dengan konsep efektivitas, apa yang dimaksud 
efektivitas, terdapat perbedaan pendapat diantara yang menggunakannya, baik dikalangan 
akademisi maupun dikalangan para praktisi. Dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan kerja 
dapat mencapai prestasi, yang terlibat tidak hanya sekedar sekumpulan orang saja, melainkan 
 
 
juga melibatkan perlengkapan, termasuk mesin-mesin, metode kerja, waktu, material, yang 
umumnya disebut sebagai sumber. Setiap organisasi menginginkan agar pelaksanaan kerja dan 
penggunaan sumber tersebut benar-benar dapat berdaya guna. Dengan demikian, perlu adanya 
pengaturan, pengarahan, dan pendayagunaan. Usaha mengatur dan mengarahkan sumber daya 
ini, baik manusia maupun peralatannya disebut manajemen. 
 Suatu organisasi dinilai mencapai efektivitas tinggi bila bebas dari berbagai karakteristik 
ketidakefektifan. Keuntungan model dasar ini adalah memberikan kepada para manajer 
pedoman-pedoman praktis bagi kegiatan diagnosis dan pengembangan. Model ketidakefektifan 
paling cocok bila kriteria efektivitas tidak dapat diidentifikasi atau tidak dapat disetujui bersama 
dan bila ada kebutuhan untuk mengembangkan secara sistematik strategi-strategi 
pengembangan organisasi. Mengenai efektivitas organisasi didasarkan pada teori sistem dan 
dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem bahwa efektivitas organisasi harus dapat 
menggambarkan seluruh siklus input dan siklus output proses dan juga harus mampu 
menggambarkan hubungan timbal balik yang harmonis antara organisasi dengan lingkungan 
yang lebih luas. Sedangkan berdasarkan teori dimensi waktu bahwa organisasi diartikan sebagai 
suatu elemen dari sistem yang lebih besar (lingkungan) dengan melalui berbagai waktu dalam 
mengambil sumber daya, terus memprosesnya dan akhirnya menjadi barang jadi yang akan 
dikembalikan kepada lingkungannya. Efektivitas organisasi mencakup dari individu dan 
kelompok. Efektivitas individu menekankan hasil kerja karyawan atau anggota tertentu dari 
orgnaisasi. Tugas yang harus dilakukan biasanya ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau 
posisi dalam organisasi. Efektivitas kerja diketahui lewat prestasi kerjanya. Efektivitas kelompok 
adalah jumlah kontribusi dari semua anggotanya. Dalam beberapa hal efektivitas kelompok 
adalah lebih besar daripada jumlah kontribusi tiap-tiap individu. 
Efektivitas yaitu mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap 
organisasi, kegiatan ataupun program. 
 
B. Dana Desa 
 Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, 
pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 
Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan 
meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk 
meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan 
kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan 
melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan 
baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal 
ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan 
belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) 
sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. 
 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang 
Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 
yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang 
pembagiannya untuk desa secara proporsional. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD 
kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 
yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). 
 Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara 
berkeadilan berdasarkan : 
- Alokasi dasar, dan 
- Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. 
 
 
 Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap 
mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum 
Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. 
 Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di 
bawah ini. 
- Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah 
ditetapkan. 
- Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai 
dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan. 
- Pencairan tahap kedua, dapat dilakuakan apabila penggunaan pada pencairan pertama 
sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara 
hukum. 
- Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana 
dari kas daerah ke rekening kas desa. 
- Penyaluaran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin 
pelaksana kegiatan). 
 
 Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan : 
- Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa 
melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan 
bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya. 
- Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila 
telah dinyatakan lengakap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) 
yang ditadatangani oleh Kepala Desa. 
- Bendahara desa setelah menerima SPM dan  surat rekomendasi Camat mencairkan 
kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk. 
- Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum 
(BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti 
penerimaan. 
 
 Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% 
(sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana 
alokasi khusus. 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka 
mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk 
membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakata desa. Penetapan prioritas 
penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa. 
 Dari pengertian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Dana Desa merupakan bagian 
keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan 
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan 
secara proporsional. 
 
C. Tujuan dan Pengelolaan Dana Desa 
1. Tujuan Dana Desa 
 Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah 
sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi 
kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan 
pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 
Tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut : 
a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayaanan 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. 
b. Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan 




c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha 
bagi masyarakat desa 
d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. 
e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi 
lemah/ miskin. 
 
 Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada 
pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut : 
 
Pasal 19 
a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan 
pemberdayaan masyarakat; 
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; 
d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka 
mewujudkan peningkatan sosial; 
e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 
f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan 
sosial dan ekonomi masyarakat; 
g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; 
h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik desa 
(BUMDesa). 
 Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan 
bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan 
masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Selain itu masyarakat desa memiliki 
beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya: 
1.  Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa; 
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil; 
3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung 
jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat 
desa; 
4. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan 
ketertiban di desa. 
 Hakekat pembangunan Desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup 
masyarakat. Disamping itu pemerintah Desa merupakan suatu startegi pembangunan yang 
memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang 
sehat dan dinamis. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan 
keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan 
keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 
 
2. Pengelolaan Dana Desa 
 Yusran Lapananda dalam bukunya hukum pengelolaan keuangan desa (2016:21-22) 
mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu 
kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa 
atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam 
perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam 
mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa. 
 Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan 
 
 
Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
sebagai berikut: 
1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, 
dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk 
masyarakat. 
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan 
hukum. 
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan 
terkendali. 
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk 
meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, 
penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa 
yang diputuskan melalui musyawarah desa. 
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku. 
Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Pemberdayaan Masyarakat Desa harus dimulai dari 
perencanaan. Perencanaan  adalah  suatu  kegiatan  untuk mempersiapkan  dan  menentukan  
sesuatu  tujuan yang  ingin dicapai  dimasa yang  akan datang  serta menetapkan  program  dan  
tahapan  yang  akan dilalui  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Kegiatan perencanaan  
merupakan  titik  tolak  yang  sangat penting  untuk  mencapai  tujuan  dari  sebuah kegiatan. 
Oleh  karena  itu  setiap  program  kegiatan yang akan dilaksanakan maka langkah awal adalah 
melakukan  perencanaan  yang  matang    untuk menentukan  kegiatan  bersama  dalam  sebuah 
organisasi  sehingga  tujuan  yang  telah  ditetapkan nantinya akan tercapai dengan maksimal. 
Dalam  perencanaan  keuangan  desa khususnya  pengelolaan  dana  dibutuhkan  sebuah 
perencanaan  program  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  bersama  dengan  masyarakat  desa 
tersebut. Dana  Desa  marupakan  salah  satu pendapatan  desa  yang bersumber  dari  Anggaran 
Belanja  dan  Pendapatan  Negara    (APBN)  yang penggunaannya  terintegrasi  dengan  
Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa),  oleh karena itu perencanaan  program 
dan  kegiatannya disusun  dengan  terlebih  dahulu dilaksanakanya Musyawarah  Perencanaan  
dan pembangunan  Desa dengan  melibatkan  BPD,  LPMD,  dan  tokoh masyarakat  serta  
perwakilan  unsur  masyarakat biasa. Tujuan Dana Desa yaitu untuk pembangunan dan  
pemberdayaan  masyarakat. Oleh  karena  itu tujuan dari  pemberian  dana desa yang bersumber 
dari  Anggaran  Belanja  dan  Pendapatan  Negara memiliki  dua  prioritas utama  yaitu  
pembangunandan  pemberdayaan,  maka  tidak  berarti  hanya membangunan  fisik  saja  yang 
diutamakan  namun juga  pemberdayaan  masyarakat  desa  sehingga menumbuh  kembangkan 
kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari  belenggu kemiskinan. 
 
D. Pemberdayaan Masyarakat 
  Pemberdayaan (Empowerment) merupakan alat penting dan strategis untuk 
memperbaiki, memperbaharui dan meningkatkan kinerja organisasi baik organisasi yang 
bergerak dalam kegiatan pemerintahan maupun organisasi yang bergerak dalam kegiatan dunia 
usaha/swasta. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan 
mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta 
berupaya untuk mengembangkannya. 
  Menurut Sumodiningrat (2009:60) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya 
pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi 
yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat 
miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan 
takwa.   
  Menurut Suhendra (2006:74-75) pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang 
berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada 
secara evolutif sehingga akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, 
penuh keseimbangan hak dan kewajiban. 
  Menurut Suharto (2010:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai 
proses, pemberdayaan adalah suatu serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan 
kelompok lemah dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu (miskin) dalam lingkup 
 
 
masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan adalah suatu keadaan ingin mencapai suatu 
perubahan masyarakat yang berdaya, dan masyarakat yang mandiri dalam memenuhi 
kebutuhan fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mampunyai kepercayaan diri, mampu 
menyampaikan aspirasi, mempunyai pekerjaan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. 
  Berdasar Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 mengatakan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah 
upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan 
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai 
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 
  Berdasar pendapat ahli tentang pemberdayaan masyarakat, maka dapat disimpulkan 
bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan 
pembangunan nasional dengan memanfaatkan dan mengelola potensi-potensi sumber daya 
yang ada di masyarakat baik sumber daya mausia maupun sumber daya alam sehingga 
terbentuk masyarakat yang mandiri. 
  Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, tetapi 
konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk 
pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. 
Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal : 
1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya 
adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, 
kemudian diberikan motivasi dan penyadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan 
2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-langkah yang lebih 
positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses 
kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan 
peluang. Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan 
produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan 
pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat. 
3. Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah 
persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling 
menguntungkan. 
 Pembangunan pedesaan harus melakukan empat upaya besar yang saling berkaitan : 
a. Memberdayakan ekonomi masyarakat desa yang memerlukan masukan modal, 
bimbingan teknologi, dan pemasaran untuk memandirikan masyarakat desa. 
b. Meningkatkan kualitas sumber daya penduduk pedesaan dengan peningkatan 
pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga memperkuat produktivitas dan daya saing. 
c. Membangun prasarana pendukung pedesaan yang cukup karena lokasi perkampungan 
terpencil, seperti jalan, jaringan telekomunikasi dan penerangan, yang masih merupakan 
tanggung jawab pemerintah. Keikutsertaan masyarakat desa setempat dalam gotong-
royong harus diutamakan. 
d. Mengatur kelembagaan pedesaan, yaitu berbagai lembaga pemerintah dan lembaga 
kemasyarakatan desa. Pemerintahan desa harus mampu menampung aspirasi dan 
menggali aspirasi masyarakat (Kartasasmita dalam Jayadinata & Pramandika, 2006 : 3). 
  Menurut Suryana (2010:19) tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membentuk 
individu dan masyarakat mejaadi mandiri. Kemandirian tesebut meliputi kemandirian berpikir, 
bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan, sehingga masyarakat memiliki 
kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat 
demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya 
kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan pengarahan sumber daya yang 
dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. 
  Menurut Suharto (2005:60) tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal 
yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki 
kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, 
mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan 
sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 
 
 
 Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan 
masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat mewujudkan potensi 
kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek 
dan objek. Subjek adalah orang/kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah 
orang/kelompok yang diberdayakan. Dari defenisi diatas dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan 
masyarakat adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini 
berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memamndirikan masyarakat, lewat 
perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat. 
 Proses pemberdayaan masyarakat di titik beratkan pada fasilitas penguatan kelembagaan 
masyarakat tingkat basis kelurahan, fasilitas pengintegrasian, program jangka menengah 
penanggulangan kemiskinan tingkat kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan 
perencanaan pemerintah dan ekskalasi. Kebijakan pemerintah melaksanakan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dengan mengsinergikan berbagai program pemberdayaan 
masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, 
melainkan sampai target mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski 
dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Pemberdayaan yang merupakan sebagai perubahan atau 
pembaharuan yang telah dijelaskan sangat ditentukan oleh sejauh mana usaha- usaha yang 
dilakukan mampu mentransformasikan kelemahan menjadi kekuatan dan bagaimana 
mentransformasikan segala potensi menjadi kekuatan pendorong perubahan. 
 Pemberdayaan masyarakat dijadikan suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi 
yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan 
martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di 
bidang ekonomi, sosial agama dan budaya. 
Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pemberdayaan di wilayahnya 
masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang 
dilaksanakan, memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, dan sikap masyarakat 
setempat, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama 
terhadap program yang mereka inginkan sendiri. Efektifitas yaitu suatu ukuran yang 
menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai) dimana 
semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Indikator efektifitas 
adalah rasio antara realisasi penggunaan Dana Desa dengan target belanja Dana Desa. Efektifitas 
lebih menitik beratkan kepada tingkat keberhasilan organisasi, dalam hal ini adalah pemerintah 
pusat sampai pemerintah tingkat Desa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika 
disederhanakan bahwa tujuan pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa dapat dicapai 
sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. 
 Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan 
kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, 
melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. 
Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih  memungkinkan pelaksanaan 
pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam  pandangan ini pelibatan masyarakat dalam 
pembangunan lebih mengarah kepada  bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. 
Partisipasi masyarakat dalam  perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata 
berkedudukan  sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta  
terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa  ikut 
memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi  keberhasilannya serta 
memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahaptahap berikutnya (Soetomo, 2006). 
Secara umum pemberdayaan adalah upaya untuk memulihkan atau meningkatkan 
keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat, hak-
hak dan tanggung jawab mereka sebagai manusia dan warga Negara. Selain itu pemberdayaan 





  Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 
(Arikunto, 2007:47), yang akan mengkaji efektivitas penggunaan dana desa dalam 
 
 
pemberdayaan masyarakat di Desa Tompaso II. Dengan mengacu dari teori Gibson (Sumaryadi 
2005:107), yang mengatakan efektifitas dapat dilihat dari kejelasan tujuan yang hendak dicapai, 
kejelasan strategi pencapaian tujuan, dan penyusunan program yang tepat. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis 
dengan metode triangulasi, dengan tahapan melakukan reduksi data, dilanjutkan dengan display 




Selain faktor pendorong, ada pula beberapa faktor penghambat dari Pengelolaan Dana 
Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat yaitu regulasi yang berubah-ubah. Hal ini agak sedikit 
membuat kebingungan untuk Aparatur Desa Tompaso II untuk menyesuaikannya. Kemudian 
adalah mengenai keberanian masyarakat untuk memasarkan produk yang sudah dibuatnya 
untuk dipasarkan. Selain itu masyarakat masih belum melakukan pengawasan terhadap 
Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyrakat. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa 
Tompaso II mayoritas masih kurang paham dengan pengelolaan keuangan desa, masyarakat 
juga masih belum paham kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat karena kegiatan ini 
biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti Kepala Desa, Perangkat Desa, PKK 
tingkat Desa dan lain sebagainya. Hal ini yang menyebabkan masyarakat yang rumahnya ada di 
daerah pelosok desa belum paham dengan kalimat “Pemberdayaan Masyarakat” sehingga 
diperlukan transparansi dan sosialisasi yang intens terutama untuk masyarakat yang berada di 
pelosok desa. 
 Guna mengetahui tingkat efektivitas penggunaan dana desa dalam pemberdayaan 
masyarakat di desa Tompaso II, peneliti menggunakan teori Gibson (Sumaryadi 2005:107). 
Efektivitas dapat diukur dengan : 
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 
3. Penyususnan program yang tepat 
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
PermenDesaPDTT 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa diterbitkan untuk melaksanakan pembangunan desa yang 
partisipatif dan berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat desa dengan program pemerintah dan pemerintah daerah, perlu menyusun 
pedoman tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan 
Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan 
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 
Pemberdayaan masyarakat yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat 
(masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) atau melibatkan masyarakat secara langsung 
memiliki hasil yang lebih efektif daripada menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari 
masyarakat luar desa atau desa lain. Ini juga merupakan strategi paling efektif untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan rasa gotong royong antar warga desa. 
Salah satu indikator dari pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan 
untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya. 
Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis. 
Pada tingkat ideologis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan 
bottom-up, antara growth strategy dan people centered strategy. Sedangkan di tingkat praksis, 
proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi. Maka, konsep pemberdayaan 
mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan 
yang bertumpu pada masyarakat (community based development). Community development 
adalah suatu proses yang menyangkut usaha masyarakat dengan pihak lain (di luar sistem 
sosialnya) untuk menjadikan sistem masyarakat sebagai suatu pola dan tatanan kehidupan yang 
 
 
lebih baik, mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam 
memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya, mengembangkan fasilitas dan 
teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat dan sebagainya. 
Secara filosofis, community development mengandung makna membantu masyarakat agar bisa 
menolong diri sendiri, yang berarti bahwa substansi utama dalam aktivitas pembangunan 
masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. 
Pemberian Dana Desa di Desa Tompaso II adalah untuk pemberdayaan masyarakat agar 
lebih mandiri dari sebelumya sehingga masyarakat di tingkat individu, kelompok, kelembagaan 
maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumya. 
Tujuan sudah dilakukan tetapi ada beberapa masalah yang didapati. Oleh karena itu 
untuk untuk mengukur tingkat efektivitas menggunakan 3 indikator yaitu Kejelasan tujuan yang 
hendak dicapai, Kejelasan strategi pencapaian tujuan dan Penyususnan program yang tepat. 
 
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 
Kejelasan tujuan yang hendak dicapai merupakan aspek yang paling mendasar yang 
harus diperhatikan dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tujuan yang ingin dicapai, 
hendaklah memperhatikan pedoman dari pengelolaan Dana Desa yang dimulai dari tahap 
perencanaan dan pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan dari Dana Desa. Tujuan dari 
annggaran Dana Desa yaitu untuk mendukung dan membantu segala program di Desa seperti 
menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, 
meningkatkan nilai-nilai keagamaan desa, meningkatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan 
keswadayaan dan gotong royong, meningkatkan ketentraman dan ketertiban. Khususnya dalam 
bidang pemberdayaan masyarakat seperi Posyandu, MPASI, modal usaha BUMDesa dan lainnya. 
Kegiatan posyandu dengan memberikan pelayaanan kesehatan, pendaftaran kepada 
anggota posyandu, penimbangan balita, pemberian vitamin, penyuluhan kesehatan yaitu 
perilaku bersih dan sehat, memberikan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan. Namun 
dalam pelaksanaan posyandu memiliki hambatan yang dialami, hal ini disebabkan karena 
masyarakat belum sadar untuk menimbang balita. Masyarakat masih beranggapan 
penimbangan balita kurang memberikan manfaat bagi pemantauan balita. Dan juga masyarakat 
mempunyai presepsi salah terhadap kegiatan imunisasi di posyandu, adanya anggapan demam 
pasca imunisasi akibat di suntik yang mengganggu kesehatan anak. 
Tujuan pemberian MPASI yaitu memenuhi kebutuhan gizi bayi, mengembangkan 
kemampuan kemampuan bayi untuk menerima berbagai macam makanan dengan berbagai rasa. 
BUMDesa dalam hal ini kegiatan pelatihan seperti dalam kegiatan eoonomi dan 
sebagainya yang dialakukan dengan cara kerjas sama dengan organisasi masyarakat seperti 
kelompok Tani. BUMDesa menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang 
memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk melakukan inovasi dalam 
pembangunan Desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian Desa  dan kesejahteraan 
bagi masyarakat. BUMDesa diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, menjadi harapan 
masyarakat Desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan Desa. 
Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari berbagai hambatan 
yang menyertainya. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk mensinergikan 
berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu. Dengan memusatkan pada satu 
dimensi, pengembangan akan mengabaikan kekayaan dan kompleksitas kehidupan manusia dan 
pengalaman masyarakat. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa berbagai tindakan untuk 
memberdayakan masyarakat tidak bisa disinergikan. Pengertian terpadu tidak berarti semua 
jenis kegiatan pemberdayaan dilakukan secara serentak. Pengembangan masyarakat secara 
terpadu dapat digambarkan sebagai serangkaian kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara 
sistematis dan saling melengkapi. Pemberdayaan bukanlah program yang dapat dilaksanakan 
dalam jangka waktu singkat. Pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan 
dengan terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang paling tepat untuk masyarakat. 
Meskipun program pemberdayaan banyak mengemukakan kelemahan-kelemahan yang 
terjadi dalam pelaksanaan program dan ketidakberhasilan kelompok sasaran untuk mencapai 
tujuan namun harus diakui juga bahwa ada banyak program pemberdayaan yang berhasil dan 
mencapai tujuan yang ditetapkan.kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program 
 
 
pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal 
dari sistem sosial. 
 
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 
Dalam pencapaian tujuan kejelasan strategi yang hendak dicapai sangat penting dalam 
upaya pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Tujan dari strategi untuk pedoman sekaligus 
mengoptimalkan kegiatan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa kedepannya 
dengan melihat potensi apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang untuk kesejahteraan 
masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam merancang strategi yang hendak dicapai 
tidak terlepas dari pihak-pihak desa agar terciptanya suatu keberhasilan yang diinginkan. 
Kejelasan strategi dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam upaya pelaksanaan 
penggunaan dalam upaya pembangunan desa. Strategi merupakan hal yang paling utama dalam 
menjalankan dan meningkatkan program kegiatan infrastruktur di pemerintah desa. Bidang 
pemberdayaan masyarakat ini harus mempunyai kejelasan tujuan, untuk apa program dibuat, 
apakah program ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya dalam program posyandu 
balita ada pemberian gizi baik itu vitamin dan makanan. Inilah yang menjadi salah satu kejelasan 
strategi untuk mencapai suatu tujuan. 
Untuk itu kedepannya diharapkan pemerintah Desa Tompaso II untuk lebih 
meningkatkan program dalam pemberdayaan masyarakat dan juga anggarannya ditambah, 
karena dalam anggaran bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2019 hanya berjumlah 
Rp. 27.620.000. 
 
3. Penyusunan program yang tepat 
Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan tidak akan terlepas dari program apa yang tepat 
yang akan dijalankan kedepannya dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Penyusunan 
program yang tepat tujuannya agar mencapai target sasaran yang sesuai dengan keinginan dan 
kebutuhan oleh masyarakat desa dan pemerintah desa. Untuk mewujudkan kebijakan dan 
strategi yang telah dibuat oleh pemerintah desa telah dibuat program-program yang berupaya 
mewujudkan dari tujuan Dana Desa. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Tompaso II yaitu, 
ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas umum bidang kesehatan, pendidikan, kegiatan 
posyandu balita dan lansia, MPASI (makanan pendamping air susu ibu), modal usaha melalui 
BUMDesa dan lainnya. Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Tompaso II 
mempunyai tugas untuk menjalankan dalam tahap awal yaitu adanya kerjasama dengan pihak-
pihak yang terlibat seperti beberapa anggota pemerintah desa yaitu anggota BPD, anggota 
LPMD, dan melibatkan masyarakat. Dalam penyusunan program pemberdayaan masyarakat ini 
memiliki arti mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta 
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan 
yang sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 
Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah prioritas yang jelas dari 
penggunaan dana desa guna untuk mewujudkan desa menjadi mandiri dalam berbagai bidang 
kehidupan. Dengan adanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terdapat berbagai 
tanggapan yang diberikan masyarakat terhadap manfaat dana desa. Desa Tompaso II telah 
menjalankan program pemberdayaan seperti kegiatan posyandu, pemberian MPASI, dan modal 
usaha BUMDesa bekerja sama dengan organisasi Tani, sudah dijalankan semaksimal mungkin. 
 Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tompaso II masih ada beberapa 
kendala seperti anggaran dan program untuk pemberdayaan masyarakat tidak dirincikan, 
rendahnya partisipasi masyarakat, serta sumber daya manusia yang kurang memahami 
penggunaan dana desa. Masyarakat membutuhkan adanya program wawasan dan pengetahuan 
untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Tompaso II. 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat mengungkapkan bahwa masyarakat 
lebih senang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa program-programnya dirincikan termasuk 
anggarannya, berdasarkan tujuan Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan 
Masyarakat untuk melihat sejauh mana tingkat pencapain/tingkat efektifnya program tersebut. 
Namun yang terjadi saat ini, berdasarkan tujuan belum dirincikan dengan baik. Sesuai dengan 
pengelolaan keuangan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, 
 
 
dievaluasi secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi. Oleh karena 
itu kedepannya pemerintah membuat program khususnya dalam bidang pemberdayaan 
masyarakat harus di sosialisasikan anggaran dan program apa yang akan dilaksanakan yang 




1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai mengenai penggunaan dana desa dalam pemberdayaan 
masyarakat pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan seperti posyandu balita dan 
lansia, pemberian makanan pendamping air susu ibu dan modal usaha masyarakat melalui 
BUMDesa. 
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan belum seutuhnya bisa dikatakan jelas karena anggarang 
dan program apa saja yang dilaksanakan dalam pemberdayaan tidak menyediakan data yang 
terperinci. 
3. Penyusunan program yang tepat harus mempunyai tujuan dan memilih langkah-langkah yang 
diperlukan. Dengan adanya penyusunan maka penentuan dalam suatu arah dan tindakan 
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